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Menimbang :

Mengingat

BUPATI AGAM
PRQVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM

bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan
Wakil Bupati sehari-hari perlu disediakan Biaya Penunjang
Operasional Bupati dan Wakil Bupati;

bahwa Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil
Bupati sebagaimana dimaksud huruf a, berdasarkan
ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf e, Peraturan Pemerintah

Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Besarnya

. -blaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten /Kota ditetapkan berdasarkan
klasifikasi Pendapatan Asli Daerah,;

. ’ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil
Bupati Tahun Anggaran 2018;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah  Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 4400};
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6138);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 9);

15. Peraturan Bupati Agam Nomor 76 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG

OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
ANGGARAN 2018.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

P L0 Il b

i

(1)

(2)

(1)

Daerah adalah Kabupaten Agam

Bupati adalah Bupati Agam

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Agam

Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan
tugas Bupati dan Wakil Bupati Agam.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah
pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BAB I
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 2

Biaya Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati diberikan
setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil
Bupati.

Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berdasarkan klasifikasi PAD.

Pasal 3

Klasifikasi PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu di atas
Rp100.000.000.000,-  (seratus milyar rupiah) sampai dengan
Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah

(nol koma empat puluh persen).

Besaran biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati diberikan

setiap bulan yaitu sebesar Rp35.360.399 (tiga puluh lima juta tiga ratus

enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan

rincian sebagai berikut:

a. Bupati sebesar Rp21.216.239,00 (dua puluh satu juta dua ratus enam
belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) setiap bulan; dan

b. Wakil Bupati sebesar Rp14.144.159,00 (empat belas juta seratus empat
puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) setiap bulan.
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Pasal 4

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati
disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, khususnya berdasarkan PAD
dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehematan dan
d

apat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

ana untl.élk Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

gam Tahun Anggaran 2018,

BAB IlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
praturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.

gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
upati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 1{pTebruon 2018

j
T'B ATI AGAM,/ |

{ INDRA CATRI

Diundangkén di Lubuk Basung
pada tanggal 16 tebruort 2018

EKRETARIS DAERAH

KABUPATEN AGAM,

MARTIAS W%TANTO

ERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2018 NOMOR 10
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